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ABSTRAK

Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan,
karena Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan
pedoman tentang cara-cara yang diberikan Undang-Undang untuk membuktikan
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hukum pembuktian dalam acara
pidana merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara yang
terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan.
Dalam hukum acara, pembuktian diatur secara rapi dan dijadikan acuan oleh
hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Tetapi dalam kenyataan
dipengadilan pembuktian sering diwarnai dengan berbagai macam permasalahan-
permasalahan baru. Seiring dengan perkembangan tehnologi dan ilmu
pengetahuan, bahwa sesuatu yang tidak dapat dilihat juga dapat dibuktikan dengan
bantuan ilmu kedokteran kehakiman.

Dengan adanya perkembangan zaman dan tehnologi, khususnya dalam
hukum pidana, hal tersebut sudah biasa dilakukan bahkan menjadi sebuah
keharusan demi memecahkan suatu kasus pidana. Akan tetapi di dalam Islam
masa Rasulullah SAW belum mengenal adanya otopsi. Oleh karena itu, banyak
ulama yang mempertentangkan boleh atau tidaknya pembuktian pidana dengan
cara otopsi. Berdasarkan permasalahan di atas, skripsi ini akan berusaha
membahas pandangan hukum Islam terhadap otopsi untuk pembuktian dalam
tindak pidana pembunuhan dan juga tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan
otopsi pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang
bertujuan untuk menganalisa pandangan hukum Islam terhadap otopsi untuk
pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan dan tinjauan hukum Islam terhadap
kedudukan otopsi pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan, sehingga
penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian ini penyusun
menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan menggunakan metode analisis
data kualitatif, sehingga nantinya diharapkan dapat menganalisa dengan jelas
pandangan hukum Islam terhadap otopsi untuk pembuktian dalam tindak pidana
pembunuhan dan juga tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan otopsi
pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan dengan teknik pengumpulan data
melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitaan dengan
permasalahan yang dimaksud.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Islam memandang
otopsi sebagai pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan lebih mengandung
manfaat dari mafsadatnya, sehingga Islam membolehkannya. Otopsi dalam
hukum Islam merupakan alat bukti berupa tulisan/surat dan bisa juga menjadi alat
bukti persaksian keterangan ahli yang digunakan untuk memperkuat keputusan
hakim.
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A. Konsonan Tunggal




a mim m ‘em

O nun n “en

) wawu w w

° ha® h ha

s ) ) apostrof
$ ya’ y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

C. Ta Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis “h”

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap
ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan “h”

3. Bila ta” marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah
ditulis dengan “t”



D. Vokal Pendek

E. Vokal Panjang

F. Vokal Rangkap

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof
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H. Kata Sambung Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”(el)

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I”’(el)nya

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi
Pengucapannya dan Penulisannya
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses peradilan pidana pada dasarnya adalah suatu aktifitas
penegakan hukum yang bertujuan untuk mencari dan menegakkan
kebenaran dan keadilan. Keberhasilan aparat penegak hukum di dalam
menemukan kebenaran dan keadilan itu tergantung bagaimana cara
memperoleh barang bukti yang memperkuat sangkaan terhadap orang
yang diduga sebagai pelaku kejahatan tindak pidana. Oleh karena itu,
maka diperlukan suatu penyidikan yang sangat akurat untuk mendapatkan
bukti-bukti yang kuat. Hal ini didasarkan pada pasal 183 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya”.! Hal ini membuktikan bahwa hakim harus bertindak hati-
hati dalam memutuskan setiap kasus, walaupun unsur melawan hukum
sudah diketahui.

Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus
dilakukan, karena pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan Undang-

' C.S.T Kansil, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Jakarta: PT. Pradnya
Paramita, 2003), hlm. 87.



Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada
terdakwa.” Hukum pembuktian dalam acara pidana merupakan suatu hal
yang sangat penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah
menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan.3

Pembuktian secara etimologi berasal “bukti” yang berarti sesuatu
yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat
awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti proses, perbuatan, atau cara
membuktikan. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan
benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.4

Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang
adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Secara tidak langsung hakim harus
menkonstair’ peristiwa, mengkwaliﬁsirnya6 dan mengkonstituir’, maka
tujuan pembuktian adalah memperkuat keputusan hakim yang didasarkan
atas alat-alat bukti. Dalam hukum Islam keharusan pembuktian terdapat

dalam firman Allah SWT surat al-Baqgarah ayat (282) yang berbunyi:

2 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan
Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.
252.

3 Anshoruddin, Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 39.

4 Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 151. Lihat
juga Anshoruddin, Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif), hlm. 25.

> Menkonstair adalah membenarkan telah terjadi peristiwa tersebut. Lihat Sudikno
Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 129.

6 Mengkwalifisir adalah upaya menemukan hukumnya bagi peristiwa tersebut. Lihat
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 2002),
hlm. 129.

" Mengkonstituir adalah memberikan ketetapan hukum kepada para pihak. Lihat Sudikno
Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 129.
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Dalam hukum acara, pembuktian diatur secara rapi dan dijadikan
acuan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Akan
tetapi dalam kenyataan di pengadilan, pembuktian sering diwarnai dengan
berbagai macam permasalahan-permasalahan baru. Seiring dengan
perkembangan tehnologi dan ilmu pengetahuan, bahwa sesuatu yang tidak
dapat dilihat juga dapat dibuktikan dengan bantuan ilmu kedokteran
kehakiman.

Salah satu contoh kasus apabila terdapat seseorang yang meninggal
karena peristiwa penganiayaan, maka terdapat kemungkinan di dalamnya
bahwa seseorang tersebut dibunuh terlebih dahulu kemudian baru

dianiaya, atau mungkin dianiaya sehingga seseorang tersebut meninggal.

8 Al-Bagarah (2): 282.



Untuk menetukan kebenaran itu hanya dapat diketahui apabila dilakukan
bedah mayat atau otopsi.9 Pendeknya bahwa otopsi dalam kaitannya
dengan meniggalnya seseorang yang diakibatkan oleh tindak pidana
mutlak dilakukan, karena yang demikian itu akan sangat membantu proses
berlangsungnya peradilan dalam mengungkap segala sesuatunya.'

Tujuan otopsi antara lain mengetahui sebab kematian seseorang,
menentukan identitasnya, memperkirakan saat kematiannya dan lainnya.
Misalnya pada kasus pembunuhan, dari hasil otopsi bisa diketahui
penyebab kematiannya, apakah karena luka tembak, cekik, pukul, atau
racun. Bahkan uji laboratorium bisa mengetahui racun jenis apa yang
menjadi penyebab kematiannya.

Dengan adanya perkembangan zaman dan tehnologi, khususnya
dalam hukum pidana, hal tersebut sudah biasa dilakukan bahkan menjadi
sebuah keharusan demi memecahkan suatu kasus pidana. Akan tetapi yang
menjadi persoalan adalah di dalam Islam masa Rasulullah SAW belum
mengenal adanya otopsi. Oleh karena itu, banyak wulama yang
mempertentangkan boleh atau tidaknya pembuktian pidana dengan cara
otopsi. Hal inilah yang kemudian menarik untuk di bahas dalam karya tulis

ni.

’ Otopsi berasal dari kata autopsy yang berarti bedah/pemeriksaan mayat. Lihat John M.

Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia, 1994),

hlm. 47.

10 Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum

Praktik Kedokteran (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm.59.



. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dikaji
dalam skripsi ini adalah:
1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap otopsi untuk pembuktian
dalam tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan otopsi sebagai

pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan?

. Tujuan Dan Kegunaan
1. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah
sebagai berikut:

a. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap otopsi
sebagai pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan.

b. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan
otopsi sebagai pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan.

2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya
wawasan khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan
masalah otopsi sebagi alat bukti dari tindak pidana pembunuhan.

b. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkompeten,
khususnya praktisi hukum dalam upaya penegakan hukum yang

lebih mendekati keadilan.



D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan,
diskursus seputar otopsi telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan
oleh para ahli, tetapi pembahasan tentang otopsi sebagai pembuktian dan
alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam delik pembunuhan masih
sedikit menjadi bahan perbincangan mereka, apalagi ditinjau dari sudut
pandang hukum Islam.

Buku llmu Kedokteran Kehakiman dalam Prespektif Peradilan dan
Aspek Hukum Praktek Kedokteran'' yang disusun oleh Waluyadi,
menjelaskan peran kedokteran dalam membantu pihak penyidik untuk
memperoleh keterangan bukti mati guna pembuktian tindak pidana
pembunuhan dengan dilakukan otopsi.

Buku Figh Inovatif; Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengahl2
yang disusun oleh Rusli Hasbi menjelaskan pertentangan ulama dalam
masalah otopsi, serta berbagai kriteria untuk melakukan otopsi.

Buku Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan
Positif® yang disusun Anshoruddin, menjelaskan macam-macam alat
bukti menurut hukum acara Islam yang bersumber dari nas al-Qur’an

ataupun hadis dan juga menurut hukum positif.

H Waluyadi, llmu Kedokteran Kehakiman dalam Prespektif Peradilan dan Aspek Hukum
Praktek Kedokteran (Jakarta: Djambatan, 2007).

'2 Rusli Hasbi, Fiqgih Inovatif; Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah, cet. ke-2
(Jakarta: al-Irfan Publishing, 2007).

13 Anshoruddin, Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).



Di samping buku yang terkait dengan masalah pembuktian
pembunuhan dengan cara otopsi, penyusun menemukan beberapa skripsi
yang terkait dengan penelitian ini.

Skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggalian Mayat
sebagai Pembuktian"'*, karya Siti Umi Amanah, menekankan pembahasan
penggalian mayat untuk pembuktian tindak pidana. Skripsi ini tentu saja
berbeda dengan skripsi ini yang lebih menekankan pada otopsi.

Skripsi “Sidik Jari sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Ditinjau
dari Hukum Islam”" karya Hidayatul Rohmah, membahas pembuktian
dengan menggunakan sidik jari untuk kasus pidana. Dengan demikian
skripsi tersebut hanya menjelaskan secara umum tentang penggunaan
bukti sidik jari tanpa menjelaskan kasusnya lebih rinci. Sedangkan karya
tulis yang penyusun bahas bukan pembuktian tindak pidana dengan bukti
sidik jari, melainkan pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan cara
otopsi.

Skripsi "Tes DNA sebagai Alat Bukti Zina dalam Prespektif
Hukum Islam™'® karya Muhammad Habib, membahas pembuktian zina

dengan tes DNA. Sedangkan karya tulis yang penyusun bahas bukan tes

' Siti Umi Amanah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggalian Mayat sebagai
Pembuktian (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1997).

" Hidayatul Rohmah, Sidik Jari sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Ditinjau dari
Hukum Islam (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2000).

' Muhammad Habib, Tes DNA sebagai Alat Bukti Zina dalam Prespektif Hukum Islam
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006).



DNA melainkan otopsi (pembedahan mayat) sebagai proses pembuktian
dalam tindak pidana pembunuhan.

Skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Zina dengan
Visum et Repertum™’ karya Nur Rohman, membahas pembuktian zina
dengan visum et repertum yakni dengan surat keterangan dokter ahli.
Berbeda dengan skripsi penyusun yang menekankan pada otopsi atau
pembedahan mayat untuk pembuktian dalam kasus tindak pidana
pembunuhan.

Sejauh ini beberapa karya di atas belum ada yang membahas secara
komprehensif dan lugas dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan
dengan cara otopsi yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dokter
kehakiman di tinjau dari sudut pandang hukum Islam yang akan penyusun

bahas di skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik
Tujuan dari hukum adalah untuk menegakkan kebenaran dan
keadilan. Seseorang yang dituduh telah bersalah telah melakukan
kejahatan atau perbuatan tindak pidana, tidak dapat dikenakan hukuman
begitu saja sebelum adanya bukti-bukti yang menguatkan bahwa orang
tersebut benar-benar bersalah. Demikian juga agama Islam, tujuan
syariatnya adalah untuk memberikan kemaslahatan pada manusia dalam

kehidupan dunia maupun akhirat. Syariat Islam sangat menjunjung tinggi

7 Nur Rohman, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Zina dengan Visum et
Repertum (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001).



nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta melindungi hak-hak manusia
sebagai individu maupun masyarakat. Melalui al-Qur’an, manusia
diperintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan
memutus perkara dengan seadil-adilnya. Hal ini sesuai dengan firman

Allah SWT sebagai berikut:

OF o) o e 1315 Lghal (1) UL 13 5 O oS ey 1 O)
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Bardasarakan nas-nas yang ada di dalam al-Qur’an maupun hadis,
dapat diketahui bahwa hukum Islam (syar’i) mempertimbangkan
kemaslahatan manusia sebagai tujuan awal dibentuknya hukum, sehingga
tebentuk umat yang rafmatan Ii al-’alamina.

Masalah- masalah yang dapat diterima adalah maslahah-maslahah
yang bersifat hakiki yaitu meliputi lima jaminan dasar (tujuan-tujuan
hukum yang di dalam Islam disebut magasid asy-syari’ah) yakni untuk
menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan
menjaga harta.

Wujud dari itu semua, Islam sangat mementingkan bahkan
menganjurkan mengembangkan ilmu pengetahuan disegala bidang. Begitu
juga dengan ilmu kedokteran, yang dewasa ini berperan penting dalam
dunia kehakiman untuk membantu menggungkap tindak pidana
pembunuhan. Kemajuan tersebut tidak bisa terwujud begitu saja, akan

tetapi harus dicapai dengan sungguh-sungguh mempelajari ilmu tersebut.

'8 An-Nisa (4): 58.
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Salah satu hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
adalah dalam bidang ilmu kedokteran kehakiman yang kita kenal dengan
otopsi.

Otopsi merupakan salah satu hal penting yang diperlukan oleh
penyidik dalam penyidikannya, karena sebagai pengganti tanda bukti
(corpus dilicty) mengenai apa yang telah dilihat dan diketemukan oleh
dokter (ahli) yang dilakukan seobyektif mungkin, dan juga sebagai barang
bukti yang telah diperiksa menurut kenyataan atau fakta-fakta berdasarkan
pengakuan dan keahlian yang dimiliki, untuk kemudian dapat ditarik
kesimpulan yang tepat dan akurat.

Demikian halnya dalam masalah pembuktian dari suatu tindak
pidana pembunuhan harus sesuai dengan nas yang telah ditentukan,
sehingga hakim dilarang memutuskan suatu perkara kecuali apabila telah
cukup bukti yang dimilikinya. Mengenai sistem pembuktian dalam syariat
Islam tidak jauh beda dengan sitem pembuktian dalam hukum pidana.

Dalam pandangan Islam, terdapat dua pendapat mengenai
kebolehan dan larangan otopsi. Dimana kelompok yang melarang dengan
alasan untuk menghormati atau menjaga kehormatan raga (badan) yang
sudah meninggal. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT sebagai

berikut:
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Bagi pihak yang memperbolehkan adalah dengan melihat pada
aspek kemaslahatannya. Sebagai dasar pertimbangannya adalah seperti

bunyi kaidah Usuliyah®:

21t\-ﬁl\ g.lr o é}i Jwlal sy

Sebagaimana dalam suatu peristiwa (contoh kasus) tentang
kebolehan membedah mayat untuk proses pembuktian tindak pidana
pembunuhaan haruslah membawa kemaslahatan. Kemaslahatan di sini
yang diambil adalah kemaslahatan untuk mengetahui siapa pelaku
pembunuhan dan dengan cara apa proses pembunuhan, untuk
mendapatkan bukti yang maksimal dalam proses peradilan, itu lebih besar
manfaatnya dari pada kerugian melanggar kehormatan rnayat.22

Berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dalam rangka
pengembangan ilmu yang semakin pesat, maka pelaksanaan otopsi yang
dilakukan oleh tim dokter merupakan suatu kebutuhan, berkenaan dengan

adanya suatu kebutuhan ad-daruriyyah sebagai realisasi kemaslahatan

9 Al-Isra’ (17): 70.

20 Muhtar Yahya dan Fathurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Figh Islam
(Bandung: PT al-Ma’arif, 1983), hlm. 551.

A Asjmuni A. Rahman, Qa’idah-Qa’idah Figih, Cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),
hlm. 75.

2 Mazfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syari’ah (Jakarata: CV. Haji Masagung, 1987), him.
217.
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manusia guna suatu kepentingan keadilan. Di samping itu dari sisi ta’rif
secara umum ulama usu/ al-figh mempunyai konsensus bahwa maslahah
adalah penjagaan terhadap maqasid asy-syari’ah. 5 Adapun menurut asy-
Syatibi yang merupakan keharusan (keniscayaan) adalah penjagaan
terhadap agama (Aifzu al-din), jiwa (hifzu an-nafs), akal (hifzu al-‘aql),
keturunan (hifzu al-nasl), dan harta (hifzu al-mal). Oleh karena itu segala
yang mengandung penjagaan terhadap uwsu/ al-hamsah ini dinamakan
maslahat. Secara lebih sederhana bisa dikatakan bahwa penjagaan terhadap
maqasid asy-syari’ah merupakan manifestasi dari maslahat, yaitu untuk

memperoleh kebenaran dan keadilan.

F. Metode Penelitian
Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapi tujuan
dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data yang jelas dan
ketajaman dalam menganalisa, maka metode penelitian yang digunakan

adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library
research), yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari
penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang ada

kaitannya dengan judul yang akan dibahas.**

2 Asy-Syatibi, Al-Muwatagat fi Usul asy-Syari’ah (t.t.p: Dar al-Fikr al-* Arabi, t.t), II: 6.

2 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam
Semesta, 2003), hlm. 7.
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2. Tipe Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif analiftik®, yaitu penelitian
yang mencoba memberikan gambaran dan kejelasan mengenai
pembuktian dengan otopsi perspektif hukum Islam.
3. Pendekatan Penelitian
Sesuai pokok masalah pembahasan skripsi ini, pendekatan yang
akan digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu cara pendekatan
masalah yang melihat apakah yang diteliti tersebut sesuai atau tidak
berdasarkan norma agama yang berlaku dan juga kontekstualisasinya
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi.
4. Pengumpulan Data
Berdasarkan objek penelitian, maka teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap bahan-
bahan pustaka yang berkaitaan dengan permasalahan yang dimaksud.
Oleh karena itu sumber data akan diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Sumber primer: al-Qur’an dan hadis serta Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia.
b. Sumber sekunder: Buku-buku yang ada kaitannya dengan
pembuktian dengan cara otopsi, juga diambil dari majalah, koran

dan media lain yang menyinggung tentang masalah otopsi.

» Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan,
gejala, atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penjabaran suatu gejala
dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Analisis adalah yang dipakai untuk mendapatkan ilmu
pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan
memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1996), him. 47-59.
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c. Sumber tersier: kamus ilmiah dan kamus besar indonesia
5. Analisis Data
Selanjutnya data-data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif®,
yaitu memperhatikaan dan mencermati data mendalam dengan
menggunakan metode induktif’’ dan deduktif” untuk mendapatkan
kesimpulan yang tepat mengenai pandangan hukum Islam terhadap

pembuktian dengan cara otopsi dalam tindak pidana pembunuhan,

serta kedudukan otopsi itu sendiri dalam tinjauan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan
Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan asumsi dasar yang masing-
masing memiliki keterikatan antara satu dengan lainnya. Adapun
sistematikanya adalah sebagai berikut :
Bab pertama, sebagaimana lazimnya dimulai dengan pendahuluan
yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan
kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan

sistematika pembahasan.

*® Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses
penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar
fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Saifuddin Azwar, Metode
Penelitian, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), him.5.

*" Induktif adalah adalah mengumpulkan data-data yang bersifat khusus lalu menarik
kesimpulan yang bersifat umum.

%8 Deduktif adalah mengumpulkan data-data yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan
yang bersifat khusus.
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Bab kedua diuraikan tentang pembuktian dengan cara otopsi.
Dalam bab ini akan digambarkan tentang teori pembuktian, jenis-jenis alat
bukti, pengertian otopsi dan otopsi forensik sebagai alat bukti.

Bab ketiga berisikan tentang pembuktian dalam Islam, jenis-jenis
alat bukti dalam Islam dan otopsi dalam Islam.

Bab keempat berisi analisis yang menguraikan jawaban dari pokok
masalah tentang pandangan hukum Islam terhadap otopsi dan juga tinjauan
hukum Islam terhadap kedudukan otopsi sebagai pembuktian dalam tindak
pidana pembunuhan.

Bab kelima yaitu penutup, yang merupakan bab terakhir dari
keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran-

saran.






BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Dalam Pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan cara otopsi terdapat
kemaslahatan yang lebih besar dari pada kemafsadatannya. Kemaslahatan
di sini yang diambil adalah kemaslahatan untuk mengetahui siapa pelaku
pembunuhan dan dengan cara apa proses pembunuhan untuk mendapatkan
bukti yang maksimal dalam proses peradilan. Hal ini lebih besar
manfaatnya dari pada kerugian melanggar kehormatan mayat. Selain itu,
apabila otopsi tidak dilakukan maka pembuktian tidak dapat diwujudkan,
karena tidak adanya alat bukti yang menguatkan hakim dalam menetapkan
hukuman sehingga seseorang mudah melakukan pembunuhan. Oleh
karena itu Islam membolehkan otopsi untuk pembuktian dalam tindak
pidana pembunuhan. Oleh karena itu, untuk menjamin keobyektifitasan
dalam proses peradilan maka terhadap korban kejahataan yang meninggal
harus diotopsi.

Kedudukan otopsi sebagai pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan
menurut tinjauan hukum Islam dapat dikategorikan ke dalam alat bukti
tulisan/surat dan keterangan saksi ahli. Dengan demikian, otopsi (yang
berbentuk surat ataupun keterangan ahli) tersebut dapat dijadikan bahan
pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam hal ini polisi/penyidik

dengan bantuan dokter ahli untuk membantu penyidikan dalam mencari

63



64

barang bukti untuk mengungkapkan tindak pidana pembunuhan. Sehingga
otopsi hanyalah sebagai alat bukti untuk memperkuat keputusan hakim

dalam memutuskan hukuman dalam suatu tindak pidana pembunuhan.

B. Saran-saran

1. Untuk menjamin keobyektifitasan dalam proses peradilan, maka terhadap
korban kejahataan yang meninggal harus di otopsi untuk mendapatkan
bukti yang maksimal dalam proses peradilan.

2. Dalam memutuskan hukuman terhadap suatu tindak pidana kejahatan,
hakim haruslah terikat pada alat-alat bukti. Dalam hal ini semua alat bukti
yang berkaitan haruslah dikumpulkan. Salah satu contoh adalah
pemanggilan keterangan saksi ahli dalam persidangan harus dilakukan

untuk memperjelas surat yang telah dibuatnya.
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